
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dengan 

menggunakan air keras sesuai dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan putusan Majelis Hakim terhadap 

Terdakwa dianggap tidak tepat dikarenakan Terdakwa telah melakukan 

penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk 

penerapan sanksi pidananya, Terdakwa seharusnya dapat dikenakan dengan 

Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

2. Upaya dalam penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan dengan 

menggunakan air keras yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Kadir 

Mahulette dan Ronny Bugis terhadap Saksi Korban yaitu Novel Salim 

Baswedan, yang dimanaTerdakwa hanya di tuntut 1 tahun penjara dan 

dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara, jika dibandingkan dengan kasus yang 

serupa seperti kasus penyiraman air keras yang menimpa M Rifai yang 

dilakukan oleh Ahmad Irawan dengan rencana terlebih dahulu. Jaksa 

menuntut 10 tahun penjara dan dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara oleh 

Majelis Hakim. Dengan demikian kalau kita lihat Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum dan hasil Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa 

Ahmad Irawan disandingkan dengan Tuntutan dan Vonis terhadap 



 
 

Terdakwa Rahmad Kadir Mahulette apakah adil, sedangkan negara 

Indonesia menerapkan Asas “Equality Before the law” yang dimana semua 

manusia setara di mata hukum yang telah tertuang kedalam Pasal 27 ayat 

(1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum 

tersebut tanpa adanya pengecualian dan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan 

Kehakiman yang  menerangkan bahwa pengadilan hurus mengadili sesuai 

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. 

B. SARAN 

1. Komisi kejaksaan sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, 

pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa, harusnya 

sudah mulai mempelajari rekaman persidangan dan berkas internal 

kejaksaan untuk menilai kejanggalan tuntutan jaksa. Untuk menghindari 

berulangnya kasus Novel Baswedan, tidak ada jalan lain selain melakukan 

revisi terhadap KUHAP dan undang-undang tentang kejaksaan, hingga 20 

tahun setelah reformasi, KUHAP masih belum berhasil direvisi dan 

kejaksaan masih mempertahankan warisan rezim otoriter dalam prosedur 

internal mereka.  

2. KUHAP harus direvisi agar melibatkan jaksa sejak awal proses penyidikan 

bersamaan dengan mekanisme kontrol dari pengadilan. Penting juga 

dilakukan evaluasi menyeluruh tentang budaya dan birokrasi kejaksaan 



 
 

warisan era otoriter orde baru. Pengawasan terhadap proses penuntutan 

untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan secara akuntabel juga perlu 

diatur secara tegas oleh kejaksaan 
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